SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan serta dalam rangka penerimaan
peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan dan non
diskriminatif di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor : 25 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo.

1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;



Menetapkan

10.

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 25 TAHUN 2020 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.



Pasal I

Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19,

Pasal 20 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo, diubah

dan harus dibaca sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara indonesia atau warga
negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7, harus mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Direktur
Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah.

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib
menyelenggarakan  matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi

administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan

persyaratan :
a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 11

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali;

d. prestasi.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.Jenjang SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung
sekolah;

b. Jenjang SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung
sekolah.



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Satuan Pendidikan dapat

membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d.

Pasal 16

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati, dengan

prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Penetapan wilayah zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :

a. sebaran sekolah;

b. data sebaran domisili calon peserta didik;

c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan
keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah
pada setiap jenjang.

Pemerintah Daerah wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk

dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima

peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman

secara terbuka pendaftaran PPDB.

Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja

kepala sekolah.

Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan wilayah

zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan

kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 17
Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
b. penyandang disabilitas.
Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang
berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi yang bersangkutan.
Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui
jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka
penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak
tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan
peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,
kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah
tempat orang tua atau wali mengajar.

Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali
diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat

dengan sekolah.

Pasal 20

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d

ditentukan berdasarkan :

a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta
didik dari sekolah asal; dan/atau

b. prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun
non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi
dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor

pada S (lima) semester terakhir.



(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
pendaftaran PPDB.

(4) Pemalsuan bukti prestasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta
didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik
antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan
masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(4) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui
laman http://pendidikan.probolinggokab.qgo.id

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 April 2021
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 27 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.
}\G AI‘\I HUKUM

\

-
.

NIP. 19680412 199103 1 025


http://pendidikan.probolinggokab.go.id/







